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Abstract: The complexity in calculating Article 21 Income Tax (PPh 21) using the progressive tariff system has
raised concerns regarding accuracy, fairness, and efficiency in tax administration, particularly within local
government institutions. In response, the Indonesian government introduced the Average Effective Rate (TER) as
a simplified alternative to improve tax withholding mechanisms. This study aims to compare the PPh 21 calculation
before and after the implementation of TER in the Regional Financial Management Agency of Tangerang City.
Using a quantitative approach, the study employs a one-sample t-test to analyse data from 83 employees. The
results reveal a statistically significant difference between the PPh 21 amounts before and after TER
implementation. The findings indicate that the TER policy contributes to a more streamlined, consistent, and
equitable tax withholding process, reducing the risk of miscalculation and administrative burden. This study
provides empirical evidence that supports the adoption of TER as an effective fiscal policy tool to enhance the
efficiency of income tax management at the local government level. Future studies are encouraged to expand the
sample and explore the long-term impact of TER on tax compliance and administrative performance across various
public institutions.

Keywords: Administrative Efficiency, Average Effective Rate (TER), Fiscal Policy, PPh 21, T-Test.

Abstrak: Perubahan kebijakan perpajakan dalam bentuk penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menjadi langkah
strategis untuk menyederhanakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di lingkungan instansi
pemerintahan. Kompleksitas sistem tarif progresif sebelumnya seringkali menimbulkan potensi kesalahan dan
ketidakkonsistenan antarpegawai dalam pemotongan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan
signifikan antara besaran PPh 21 sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan TER di Pemerintah Kota
Tangerang. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode one-sample t-test terhadap 83 data pegawai tetap
yang dianalisis menggunakan SPSS. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perhitungan
PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan TER, dengan peningkatan rata-rata nilai pajak serta konsistensi distribusi
yang lebih baik. Penerapan TER terbukti mampu menyederhanakan proses perhitungan pajak, mengurangi risiko
kesalahan administrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam pelaporan. Temuan ini memiliki implikasi pada
perbaikan sistem administrasi perpajakan daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan SDM dan optimalisasi
kepatuhan fiskal. Pemerintah daerah dan otoritas pajak disarankan untuk memperluas sosialisasi dan pelatihan
teknis bagi aparatur keuangan agar kebijakan TER dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian selanjutnya
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dapat memperluas cakupan wilayah, memperbanyak sampel, serta mempertimbangkan aspek kualitatif untuk
menggali persepsi dan tantangan dalam implementasi kebijakan TER di sektor publik maupun swasta.

Kata kunci: Efisiensi Administrasi, Kebijakan Pajak, PPh 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Uji T-Test.

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak memegang peranan
penting dalam menjaga stabilitas fiskal negara.
Pajak juga merupakan bagian integral dari
kontrak sosial antara warga negara dan
pemerintah  (Robbins dan _ Kiser  2020;
Febriantika et al. 2025). Reformasi perpajakan
melalui penerapan sistem self-assessment
dinilai dapat meningkatkan tingkat kepatuhan
apabila disertai dengan persepsi keadilan
sistem, kepercayaan terhadap otoritas pajak,
serta kemudahan administrasi (Mulatsih et al.
2024; Surugiu, Mazilescu, dan Surugiu 2021).

Kepatuhan dalam konteks perpajakan
dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu
pendekatan instrumental yang didasari pada
insentif dan ancaman sanksi, serta pendekatan
normatif yang berakar pada kesadaran moral.
Pendekatan ini relevan dengan eksperimen
Stanley Milgram (1963), yang menyimpulkan
bahwa individu cenderung patuh terhadap
otoritas meskipun bertentangan dengan nilai-
nilai pribadinya. Dalam ranah perpajakan,
kepatuhan mencakup pelaporan, perhitungan,
dan pembayaran pajak yang dilakukan secara
akurat dan tepat waktu (Ghina, Fadhilah, dan
Hafsari 2020; Graha, Helpiastuti, dan Widokarti
2024).

Salah satu jenis pajak yang
memberikan  kontribusi  besar  terhadap
penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan
Pasal 21 (PPh 21), yakni pajak atas penghasilan
yang diterima oleh pegawai berupa gaji, upah,
tunjangan, dan imbalan lain sejenis. PPh 21
dipotong langsung oleh pemberi kerja, yang juga
bertanggung jawab  untuk  menghitung,
memotong, dan menyetorkannya ke kas negara.
Oleh karena itu, kesalahan dalam penghitungan
maupun ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini
berpotensi menimbulkan sanksi administratif

maupun hukum (Lauwrence, Fahmi, dan
Heniwati 2024).

Berdasarkan  Peraturan  Presiden
Nomor 201 Tahun 2024 tentang APBN 2025,
pemerintah menargetkan penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) sebesar Rp1.209,3 triliun,
dengan kontribusi PPh Pasal 21 dari wajib pajak
orang pribadi mencapai Rp313,5 triliun
(Pratama_2024). Meski demikian, tingkat
kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong
rendah, sebagaimana  ditunjukkan  oleh
pelaporan SPT Tahunan yang belum optimal
meskipun  mengalami  peningkatan  setiap
tahunnya (Sembiring 2021; Wildan 2025). Salah
satu penyebabnya adalah kompleksitas skema
penghitungan PPh 21 yang melibatkan ratusan
kombinasi berdasarkan jenis penghasilan dan
status pekerjaan (Somalinggi 2024; Dewi 2024).
Untuk menyederhanakan proses tersebut,
pemerintah menerbitkan PP No. 58 Tahun 2023
dan PMK No. 168 Tahun 2023 vyang
memperkenalkan sistem Tarif Efektif Rata-Rata
(TER), dengan penghitungan berbasis tarif tetap
atas penghasilan bruto bulanan (Aryani_dan
Romanda 2024). Kendati lebih praktis, beberapa
studi melaporkan bahwa sistem TER belum
sepenuhnya efektif, karena masih ditemukan
selisih bayar antara pemotongan dan kewajiban
tahunan (Bangsawan, Syam, dan Amiruddin
2022; Hanifah dan Hayati 2024; Sundoro et al.

2024).

Pemerintah Kota Tangerang
merupakan salah satu instansi yang telah
mengimplementasikan sistem TER.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub
Bidang Penatausahaan BPKD Kota Tangerang,
sistem lama berbasis tarif progresif dianggap
rumit dan berisiko tinggi terhadap kesalahan,
sementara skema TER dinilai  mampu
meningkatkan efisiensi proses pemotongan.
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Namun, efektivitas kebijakan ini perlu dikaji lebih
lanjut, terutama dalam hal keadilan dan
kesesuaian jumlah pemotongan pajak dengan
kewajiban sebenarnya.

Penelitian  ini ~ bertujuan  untuk
menganalisis perbedaan besaran PPh Pasal 21
sebelum dan sesudah penerapan sistem Tarif
Efektif Rata-Rata (TER) di lingkungan
Pemerintah  Kota Tangerang. Studi ini

mengembangkan temuan (Sundari dan

Noerfauziah 2025) yang sebelumnya meneliti
sektor swasta. Dengan pendekatan kuantitatif
dan desain komparatif, analisis dilakukan
melalui statistik deskriptif, uji normalitas, uji
homogenitas, dan One Sample t-Test. Hasil
penelitian  diharapkan memberikan  dasar
empiris bagi perumusan kebijakan perpajakan
yang lebih adil dan efisien di sektor
pemerintahan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 17 ayat (1) huruf a
(skema perhitungan lama)

PPh 21 sebelum diterapkan
Tarif Efektif Rata-Rata (X1)

Tarif Efektif Rata-Rata (skema
perhitungan baru)

A

PPh 21 sesudah diterapkan
Tarif Efektif Rata-Rata (X1)

A 4

Uji Beda
Uji t-test

\ 4

Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan (X1 = X2)
H1: Ada perbedaan yang signifikan (X1 # X2)

1. Perhitugan
2. Pemotongan
3. Pelaporan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data Diolah Penulis (2025)
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Selain itu, penelitan ini  juga
menggunakan teori Kepatuhan dan teori
Kewajiban Mutlak sebagai landasan konseptual.
Teori Kewajiban Mutlak yang diperkenalkan oleh
Adolf Wagner memandang pajak sebagai wujud
pengabdian moral warga negara terhadap
negara. Pajak tidak hanya merupakan
kewajiban finansial, tetapi juga tanggung jawab
sosial, yang memperkuat pendekatan normatif
dalam kepatuhan pajak (Wesley dan Sitompul
2023).

Tarif Efekiif Rata-Rata (TER) mulai
diterapkan pada 2024 melalui PP No. 58 Tahun
2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, dengan
struktur tarif tetap berdasarkan kategori wajib
pajak (TER A, B, dan C). Sistem ini diharapkan
mampu menyederhanakan proses pemotongan
pajak, meningkatkan  kepatuhan, serta
menyesuaikan beban pajak secara adil
berdasarkan klasifikasi penghasilan (Sumali dan
Lim 2024).

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan hipotesis yang
dirumuskan berdasarkan teori kepatuhan pajak
dan temuan bahwa sistem sederhana seperti
TER dapat meningkatkan efisiensi dan
kepatuhan (Sundari_dan Noerfauziah 2025).
Sehingga hipotesis yang dibangun dalam
penelitian ini adalah:

Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara
PPh 21 sebelum dan PPh 21 sesudah
diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di
Pemerintah Kota Tangerang.

H1: Ada perbedaan yang signifikan antara PPh
21 sebelum dan PPh 21 sesudah diterapkannya
Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Pemerintah Kota
Tangerang.

METODE
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kuantitatif =~ dengan  desain

komparatif untuk menguiji perbedaan besaran
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum dan
sesudah implementasi Tarif Efektif Rata-Rata
(TER). Metode ini digunakan untuk mengukur
secara objektif dampak kebijakan melalui

pembandingan dua kondisi waktu yang berbeda
(Sugiyono 2020; Khoiri 2021).

Populasi  penelitian mencakup 89
Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai tetap di
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Kota Tangerang. Sampel dipilih secara
purposive, yakni ASN yang memiliki data
penghasilan lengkap pada dua periode, yaitu
tahun 2023 (pra-TER) dan 2024 (pasca-TER).

Pengumpulan data dilakukan melalui
studi dokumentasi terhadap rekapitulasi hasil
perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada
dua periode, yaitu sebelum dan sesudah
penerapan kebijakan TER. Selain itu, dilakukan
penelaahan pustaka yang relevan untuk
memperkuat landasan teoritis dan memahami
perkembangan kebijakan perpajakan terbaru
(Hikmawati 2020). Variabel penelitian meliputi
besaran PPh 21 sebelum (X1) dan sesudah (X2)
penerapan  TER, dengan  perhitungan
berdasarkan tarif progresif dan tarif efektif

sesuai regulasi yang berlaku (Hardani et al.
2020).

Analisis data dilakukan dengan bantuan
perangkat lunak SPSS, mencakup analisis
deskriptif untuk menggambarkan distribusi data
serta uji inferensial untuk menguiji hipotesis. Uji
asumsi klasik dilakukan melalui uji normalitas
Kolmogorov-Smirnov dan simulasi Monte Carlo
(Prawita, Sumijan, dan Nurcahyo 2020), serta uji
homogenitas  berdasarkan  perbandingan
varians (Khoiri 2021). Selanjutnya, uji paired
sample t-test digunakan dengan tingkat
signifikansi 5% (a = 0,05) untuk mengetahui
signifikansi perbedaan antara dua sistem
pemotongan pajak tersebut.

HASIL
Analisis Data Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk
menggambarkan karakteristik nilai PPh Pasal 21
sebelum dan sesudah diterapkannya Tarif
Efektif Rata-Rata (TER). Hasil menunjukkan
rata-rata PPh  sebelum TER sebesar
Rp47.581.339,51, sedangkan sesudahnya
meningkat menjadi Rp49.731.705,00. Meskipun
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terdapat variasi yang cukup besar, perbedaan ini
menunjukkan indikasi awal dampak dari
kebijakan TER terhadap pemotongan pajak

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dengan
Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk
menunjukkan  nilai  signifikansi < 0,05,
menandakan data tidak terdistribusi normal.
Namun, pendekatan Monte Carlo menunjukkan

nilai signifikansi > 0,05 untuk kedua kelompok
data, sehingga distribusi dianggap mendekati
normal.

Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dengan
Levene menghasilkan signifikansi 0,708 (>
0,05), yang menunjukkan bahwa kedua
kelompok memiliki varians yang homogen.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif PPh 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan TER

Variabel N Mean

0,
Std. Deviation  Std. Error 95% CI for Mean 95% CI for Mean

(Lower) (Upper) Minimum Maximum

PPh
Sebelum

PPh
Sesudah

83 47.581.339,51 29.115.466,980 3.195.837,687 41.223.800,29  53.938.878,72 1.962.600 126.732.714

83 49.731.705,00 30.268.016,884 3.322.346,475 43.122.499,50  56.340.910,50 7.464.959 138.019.199

Sumber: IBM SPSS (Data diolah, 2025)

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas PPh Sebelum dan Sesudah Penerapan TER

Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji Shapiro-Wilk

Variabel Statistic af  Sig. Statistic of  Sig.
PPh Sebelum 0,130 83 0,001 0,941 83 0,001
PPh Sesudah 0,127 83 0,002 0,945 83 0,001

Sumber: IBM SPSS (Data diolah, 2025)

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Monte Carlo Sebelum dan Sesudah Penerapan TER

Parameter PPh Sebelum PPh Sesudah
N 83 83
Mean 47.581.339,51 49.731.705,00
Std. Deviation 29.115.466,980 30.268.016,884
Most Extreme Differences (Absolute) 0,130 0,127
Most Extreme Differences (Positive) 0,130 0,127
Most Extreme Differences (Negative) -0,113 -0,081
Test Statistic 0,130 0,127
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,001 0,002
Monte Carlo Sig. (2-tailed) 0,110 0,128
99% CI Lower Bound 0,102 0,119
99% CI Upper Bound 0,118 0,137

Sumber: IBM SPSS (Diolah, 2025)
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Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas dengan Uji Test of Homogenity of Variance

Levene Statistic df1

df2 Sig.

41 1

164 ,708

Sumber: IBM SPSS (Diolah, 2025)

Tabel 5. Hasil Uji One Sample t-test

Test Value =0
Sig. 95% Confidence Interval of the Difference
t df (2-tailed) Mean Difference Lower Upper
PPh Sebelum 14,889 82 ,000 69976935,975 60095425,25 79858446,70
PPh Sesudah 14,969 82 ,000 73444766,250 61534431,95 85355100,55

Sumber: IBM SPSS (Diolah, 2025)

Uji One Sample t-test

Uji One Sample t-test menunjukkan nilai
t hitung sebesar 14,889 untuk PPh sebelum dan
14,969 untuk PPh sesudah penerapan TER,
yang keduanya lebih besar dari t tabel (1,989).
Nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05)
mengindikasikan perbedaan yang signifikan
secara statistik antara kedua periode. Dengan
demikian, kebijakan TER terbukti memberikan
dampak signifikan terhadap besaran PPh 21.

Sebelum diberlakukannya kebijakan
Tarif  Efektif Rata-Rata (TER), sistem
penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21 masih mengacu pada skema tarif progresif
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2021. Perhitungan ini
melibatkan  sejumlah  komponen  seperti
penghasilan bruto, potongan biaya jabatan,
juran  pensiun,  hingga  penghitungan
Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang kemudian
dikenai tarif berlapis. Kompleksitas dalam
perhitungan ini sering kali menyulitkan petugas
pemotong pajak di instansi pemerintahan, dan
berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan
dalam besaran potongan antarpegawai yang
memiliki penghasilan relatif sama.

Setelah diterapkannya TER melalui PP
No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun
2023, perhitungan PPh 21  mengalami
penyederhanaan melalui penerapan tarif
bulanan tetap yang dibedakan berdasarkan

kelompok penghasilan. Model ini secara
signifikan mempermudah administrasi
perpajakan, menekan risiko  kesalahan
perhitungan, serta meningkatkan keadilan
dalam pemotongan bagi pegawai.

Rata-rata nilai PPh 21 yang meningkat
setelah implementasi TER mengindikasikan
bahwa  kebijakan  ini  tidak  hanya
menyederhanakan proses administrasi, namun
juga berpotensi meningkatkan penerimaan
negara tanpa membebani wajib pajak secara
berlebihan. Oleh karena itu, kebijakan TER
dinilai mampu memperkuat efisiensi, kepastian
hukum, serta keadilan fiskal dalam pengelolaan
PPh 21 di lingkungan Pemerintah Kota
Tangerang. Hal ini sekaligus sejalan dengan
arah reformasi perpajakan nasional yang
mengutamakan prinsip kesederhanaan dan
kemudahan  administrasi  dalam  sistem
perpajakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini  menemukan bahwa
terdapat perbedaan signifikan dalam besaran
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara
sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan
Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di lingkungan
Pemerintah Kota Tangerang. Melalui analisis
one-sample t-test, diperoleh bukti statistik
bahwa rata-rata besaran PPh 21 mengalami
peningkatan ~ yang  signifikan  setelah
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diberlakukannya TER, dengan nilai t hitung jauh
melampaui t tabel dan nilai signifikansi di bawah
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan
skema pemotongan dari tarif progresif ke tarif
tetap memberikan dampak nyata terhadap
peningkatan efektivitas dan akurasi pemungutan
pajak.

Sebelum  diberlakukannya  TER,
perhitungan PPh 21 bersifat kompleks karena
melibatkan  berbagai  komponen  seperti
penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun,
hingga perhitungan Penghasilan Kena Pajak
(PKP).  Kompleksitas  tersebut  berisiko
menimbulkan ketidakkonsistenan antarpegawai
dan beban administratif bagi bendahara
instansi. ~ Sebaliknya,  penerapan  TER
berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK
No. 168 Tahun 2023  menawarkan
penyederhanaan dengan tarif tetap yang
diklasifikasikan berdasarkan rentang
penghasilan, sehingga lebih mudah diterapkan,
adil, dan mengurangi potensi kesalahan.

Temuan ini menggarisbawahi
pentingnya kebijakan simplifikasi perpajakan
untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan
kepastian hukum dalam pemungutan pajak
sektor publik. Kebijakan TER tidak hanya
meningkatkan potensi penerimaan negara,
tetapi juga mendukung prinsip keadilan dan
transparansi, terutama bagi Aparatur Sipil
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